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ABSTRACT 

Nur Ani Dewi, 19.11.082,2023, "Implementation of Enforcement of Regional Regulation Number 44 of 

2002 concerning Public Peace and Order Article 22 Business Order in Taman Kambang Iwak Palembang.". 

"Department of State Administration at the Satya Negara Palembang Administrative Science College, 

Supervisor (1) Ir. H. HeruAdiPutranto, M.Si and Supervisor (II) Ir.H. Mansyur Husin, M.Si 

This research is motivated by the problem of Kambang Iwak Park, which is one of the destinations and 

green open spaces that is visited by many people in Palembang City. This park is often crowded with people, 

from children to adults who come from various communities, such as sports communities, music, roller 

skating, skateboarding, bicycles, to dance and theater communities. Other facilities include a jogging track, 

sports equipment and clean water that can be consumed by pedestrians and visitors who run around the lake 

or just exercise every morning or evening. 

As the development of society progresses, this can trigger the role of the community to move residents 

from villages to cities in order to change professions from farmers to street vendors (PKL). This factor 

triggers you to become a street vendor (PKL). 

From the research results, it was found that the implementation of enforcement of Regional 

Regulation Number 44 of 2002 concerning Public Peace and Order Article 22 Business Order in Taman 

Kambang Iwak Palembang was categorized as quite successful. However, the performance and impact in 

implementing the enforcement of Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Public Peace and 

Order Article 22 Business Order is still in the unsuccessful category. Nevertheless, it can be concluded that 

the implementation of enforcement of Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Public Peace and 

Order Article 22 Business Order in Taman Kambang Iwak Palembang has been carried out quite 

successfully. 

Keywords: Implementation, Regional Regulations (Perda), Palembang City 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Taman Kambang Iwak ialah salah satu kawasan 

destinasi dan  ruang terbuka hijau yg banyak pada 

kunjungi rakyat Kota Palembang. Taman ini 

adalah taman kota yang telah ada  Dari tahun 

1900-an. Taman yg awalnya dibangun buat orang 

keturunan Belanda sebagai kawasan olahraga ini, 

memiliki danau pada bagian tengahnya. Selain 

berfungsi sebagai penghias taman, danau buatan 

ini juga memiliki fungsi praktis sebagai daerah 

menampung luapan air hujan, sebagai akibatnya 

mampu menangkal banjir. 

Taman ini seringkali diramaikan sang 

masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa 

yang dari berasal berbagai komunitas, seperti ; 

komunitas olahraga, musik, sepatu roda, 

skateboard, sepeda, hingga komunitas tari dan  

teater. Adapun fasilitas lainnya, yaitu jogging 

track, alat olahraga, dan   kran air higienis yg bisa 

pada konsumsi bagi pejalan kaki serta pengujung 

yg  lari mengelilingi danau atau sekadar berolah-

raga pada setiap pagi maupun pada sore hari.  

Pedagang Kaki lima (PKL) adalah pedagang 

atau orang yang melakukan aktivitas atau usaha 

mungil tanpa didasari atas ijin dan  menempati 

pinggiran jalan trotoar untuk menggelar dagangan. 

menurut Sidharta 2002, ”Pedagang Kaki lima 

(PKL) merupakan pedagang informal yang 

menempati kaki lima trotoarpedestrian yang 

keberadaannya tidak boleh Mengganggu fungsi 

publik, baik dipandang dari aspek sosial, fisik, 

visual, lingkungan serta pariwisata”. banyak 

penjelasan yang dapat ditemui Jika membahas 

mengenai PKL.  

Melalui Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 

2018 tentang  Pemerintahan daerah ini, pemerintah 

diamanatkan membentuk Satuan Polisi Pamong 

Praja untuk membantu kepala daerah dalam 

menegakkan Peraturan Daerah serta penyeleng-

garaan ketertiban umum dan  ketentraman 
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masyarakat. dengan melihat di kewenangan yang 

diberikan kepada Satpol PP tidak dapat dipungkiri 

bahwa keberadaan Sat Pol PP sangat penting dan  

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk 

didalamnya penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat (Linmas). 

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang 

nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan 

polisi Pamong Praja Kota Palembang pasal 2 ayat 

(2) dan ayat (3) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Palembang dipimpin oleh seorang kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

pada walikota melalui Sekretaris daerah dan  

mempunyai tugas membantu walikota 

melaksanakan urusan pada bidang ketentram dan 

ketertiban umum. 

Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari 

proses penegakan hukum menjadi perangkat 

Pemerintah Daerah yang diperlukan guna 

mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi 

daerah. dalam pelaksanaan tugasnya, wewenang 

Satpol PP seringkali tumpang tindih dan  

berbenturan dengan penegak hukum yang lain 

terutama polisi. kondisi ini membuat desakan  

antara wewenang Polisi sebagai aparat sentralistik 

dengan Satpol PP yang merupakan aparat 

Pemerintah Daerah yang otonom meskipun 

kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan 

kontribusi dalam membantu kepolisian untuk 

bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa 

menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong 

Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat 

menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota 

Palembang nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22 

berbunyi bahwa “Setiap orang atau badan dilarang 

menempatkan benda-benda dengan maksud buat 

melakukan suatu usaha pada wilayah milik jalan, 

dijalan dipinggir rel kerta api, jalur hijau, taman 

dan  kawasan-daerah umum , kecuali ditempat-

kawasan yang sudah pada izinkan sang ketua 

wilayah”. Maka berdasarkan Peraturan Daerah 

inilah Sat Pol PP Kota Palembang memiliki tugas 

dan  kewajiban untuk melakukan penertiban dan  

tanggung jawab terhadap ketentraman di kawasan 

Taman Kambang Iwak yang selanjutnya akan pada 

tulis dengan (Taman KI) yang ada di kota 

Palembang. 

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah 

nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemerintahan 

daerah pada Pasar 149 Ayat (1) yg berbunyi : “Sat 

Pol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu 

anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat 

menjadi penyidik pegawai negeri sipil sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian 

anggota Sat Pol PP adalah bagian dari sistem 

Peradilan Pidana (Criminal Justice System) karena 

mempunyai kewenangan penyidikan. yang menjadi 

masalah, sesuai dengan Peraturan pemerintah 

nomor 16 tahun 2018 adalah Sat Pol PP ialah 

bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam 

menjalankan tugasnya anggota Sat Pol PP 

bertanggung jawab langsung dengan kepala daerah 

dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. 

dengan syarat ini, maka tidak ada hubungan 

hierarki maupun struktur antara Sat Pol PP 

Provinsi dengan Sat Pol PP Kabupaten ataupun 

Kota. 

Berdasarkan hasil observasi, di temukan 

indikasi-indikasi permasalahan sebagai berikut 

yaitu : 

1. Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang 

berjualan di kawasan Taman kambang iwak 

Palembang dan mengganggu masyarakat yang 

melakukan aktivitas di kawasan tersebut. 

2. Kurangnya penyampaian Sosialisasi tentang 

perda belum dilakukan dengan baik.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dan 

membahasnya untuk membuat proposal dengan 

judul Implementasi Penegakan Peraturan 

Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 

Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak 

Palembang. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah Implementasi Implementasi 

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 

2002 Pasal 22 Tentang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman 

Kambang Iwak Palembang?”. 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis Implementasi Implementasi 

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 

2002 Pasal 22 Tentang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman 

Kambang Iwak Palembang 
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B. LANDASAN TEORI 

Pengertian Implementasi 

Implementasi menurut KBBI (Kamus besar  

Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. 

Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan 

atau pelaksana planning yang sudah disusun secara 

cermat serta rinci (matang).  

Istilah implementasi sendiri berasal dari bahasa 

Inggris “to implement” artinya mengimplemen-

tasikan. tak hanya sekedar aktivitas, implementasi 

merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta 

dilaksanakan dengan berfokus juga mengacu pada 

norma-norma tertentu guna mencapai tujuan 

aktivitas. 

Pemahaman tentang implementasi bisa 

dihubungkan dengan suatu peraturan atau 

kebijakan yang berorientasi pada kepentingan 

khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan 

akan terlihat kemanfaatannya apabila telah 

dilakukan implementasi terhadap kebijakan 

tersebut. Implementasi merupakan aktivitas yang 

penting dari keseluruhan proses perencanaan 

peraturan atau kebijakan. 

Model Implementasi Kebijakan 

Pada sejarah perkembangan studi implementasi 

kebijakan dijelaskan tentang adanya dua 

pendekatan guna memahami implementasi 

kebijakan, yaitu: pendekatan top down dan bottom 

up. Pendekatan top down misalnya dapat disebut 

sebagai pendekatan yang mendominasi awal 

perkembangan studi implementasi kebijakan, 

walaupun dikemudian hari terdapat perbedaan-

perbedaan sehingga menelurkan pendekatan 

bottom up, namun pada dasarnya dua pendekatan 

ini bertitik-tolak pada perkiraan-perkiraan yang 

sama dalam mengembangkan kerangka analisis 

tentang studi implementasi. Inti dari kedua 

pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan para 

pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai 

dengan mekanisme dan tujuan yang telah 

digariskan oleh para pembuat kebijakan. 

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, 

terdapat beberapa contoh yang perlu dipergunakan 

untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada 

saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan 

menyimpang dari apa yang sebelumnya telah 

dirumuskan. model implementasi kebijakan 

merupakan kerangka dalam melakukan analisis 

terhadap proses implementasi kebijakan sebagai 

alat untuk menggambarkan situasi serta kondisi 

yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan 

tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di 

dalamnya dapat dijelaskan. oleh karena itu, 

penggunaan model implementasi kebijakan sangat 

dibutuhkan untuk melakukan studi implementasi 

kebijakan. ada beberapa model implementasi 

kebijakan dari para ahli yang sering kali 

diterapkan. pada umumnya ,model-model tersebut 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan yang diarahkan pada 

pencapaian kebijakan. 

Berikut ini beberapa model implementasi dari 

beberapa tokoh yang dikutip antara lain : 

1. Model Implementasi Kebijakan Van Metter 

dan Van Horn 

Model implementasi kebijakan yang dirumus-

kan oleh Van Metter dan Van Horn mengung-

kapkan bahwa proses implementasi kebijakan 

merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang 

pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 

meraih kinerja implementasi serta dipengaruhi oleh 

enam variabel, yaitu: ukuran dan  tujuan kebijakan, 

sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap 

dan  kesamaan para pelaksana, komunikasi 

antarorganisasi serta lingkungan sosial, ekonomi 

juga politik. 

2. Model Implementasi Kebijakan Daniel 

Mazmanian dan Paul Sabatier 

Model implementasi kebijakan yang dikemu-

kakan oleh Mazmanian dan Sabatier disebut 

dengan A Framework for Policy Implementation 

Analysis. model ini berpendapat bahwa peran 

penting dari implementasi kebijakan publik adalah 

kemampuannya dalam mengidentifikasikan 

variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses 

implementasi.Variabel-variabel yang dimaksud 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, 

yaitu: 

 Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, 

meliputi: kesukaran teknis, keberagaman 

perilaku yang diatur, tingkat dan ruang lingkup 

perubahan perilaku yang dikehendaki 

 Kemampuan kebijakan menstruktur proses 

implementasi secara tepat 

 Faktor-faktor di luar undang-undang yang 

mempengaruhi implementasi 

3. Model Implementasi Kebijakan George C. 

Edward III 

Model implementasi kebijakan dengan 

menggunakan pendekatan top down, dalam 

menganalisa implementasi kebijakan model ini 

berfokus di empat variabel yang dianggap 

menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu: 
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komunikasi, sumberdaya, disposisi,serta struktur 

birokrasi. 

4. Model Implementasi Kebijakan Eguene 

Bardach 

Model implementasi kebijakan yang 

dikemukakan Eguene Bardach dalam melakukan 

analisa lebih menekankan pada tawar menawar, 

persuasi, dan manuver oleh kelompok-kelompok 

kepentingan guna memaksimalkan pengaruh 

mereka dalam hal pelaksanaan atau implementasi. 

5. Model Implementasi Kebijakan Christopher 

Hood 

Model impelementasi kebijakan yang 

dirumuskan oleh Christopher Hood pada bukunya 

Limit To Administration menjelaskan bahwa 

sekurangkurangnya terdapat 5 syarat agar 

implementasi kebijakan bisa berlangsung tepat, 

yaitu: implementasi merupakan produk berasal 

organisasi yang padu seperti militer menggunakan 

garis komando yang jelas, norma-norma 

ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas, 

orang-orangnya dipastikan dapat melaksanakan 

apa yang diminta, harus ada komunikasi yang 

sempurna di dalam serta antar organisasi, tidak ada 

tekanan saat. 

6. Model Implementasi Kebijakan Brian W. 

Hogwood dan Lewis A. Gun 

Model implementasi ini sangat menekankan 

pentingnya pendekatan Top-Down dalam proses 

implementasi, bagi mereka pendekatan Bottom-Up 

cenderung mendekati permasalahan masalah per 

masalah dianggap tidak menarik apalagi para 

pembuat kebijakan adalah orang-orang yang telah 

dipilih secara demokratis. model implementasi 

kebijakan ini memberikan proposisi-proposisi 

untuk mencapai implementasi yang tepat, sebagai 

berikut: situasi diluar badan/organisasi tidak 

mengakibatkan kendala besar bagi proses 

implementasi, tersedia relatif saat dan cukup 

sumberdaya untuk melaksanakan program, tidak 

ada hambatan dalam menyediakan sumberdaya 

yang dibutuhkan termasuk sumberdaya yang 

dibutuhkan dalam setiap tahapan implementasi, 

kebijakan yang diimplementasikan didasarkan 

pada teori sebab akibat yang valid, hubungan 

karena dampak tersebut setidaknya ada hubungan 

antara (intervening links), diimplementasikan oleh 

lembaga tunggal yang tidak tergantung pada 

lembaga lainnya. 

Tahapan Implementasi 

1. Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan  

penerjemahan kebijakan yang masih dalam 

bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan 

yang sifatnya teknis serta operasional. 

2. Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan serta 

penetapan beberapa komponen aplikasi 

kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan; 

aturan yang dibutuhkan; sarana serta prasarana; 

penetapan tata kerja; penetapan manajemen 

kebijakan. 

3. Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana 

implementasi kebijakan ke kelompok sasaran 

atau sasaran kebijakan. 

Maksud dan Tujuan Implementasi 

Tujuan dari implementasi adalah untuk 

memastikan bahwa rencana yang telah disepakati 

mampu diterapkan dan  membawa dampak yang 

positif. Tim yang berkaitan menggunakan 

perencanaan implementasi harus dapat menjawab 

hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan 

diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase 

hukuman. rencana implementasi akan menjadi 

kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang 

harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau 

inisiatif beserta. 

Selain itu beberapa tujuan implementasi adalah: 

1. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk 

mencapai suatu perencanaan yang matang, baik 

secara individu maupun secara tim. 

2. Memeriksa serta mendokumentasikan  meka-

nisme pada pelaksanaan rencana atau kebijakan. 

3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam 

rencana atau kebijakan yang  dirancang. 

4. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk 

melaksanakan kebijakan atau rencana 

sebagaimana dimaksud. 

5. Untuk menentukan seberapa sukses suatu 

kebijakan atau rencana  telah dirancang untuk 

meningkatkan atau menaikkan kualitas. 

Pengertian Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan 

rakyat daerah Provinsi dengan persetujuan bersama 

kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) 

didasarkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 

2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 

2011. 

Peraturan Daerah (Perda) dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 

persetujuan Kepala Daerah. Adapun penyusunan 

peraturan daerah memiliki prinsip dasar yaitu: 
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1. Transparansi  

2. Partisipasi 

3. Koordinasi dan keterpaduan 

Peraturan Daerah Tentang Ketentraman Dan 

Ketertiban 

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah kota 

Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 

Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai upaya 

menyampaikan kesadaran kepada masyarakat 

untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya 

ketaatan dan  kepatuhan masyarakat terhadap 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Tujuan ditetapkannya peraturan ketentraman 

serta ketertiban sebagaimana dimaksud Peraturan 

Daerah ini, adalah : 

1. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta 

suasana aman, tentram, tertib dan  nyaman. 

2. Sebagai upaya memberikan arahan serta 

pedoman untuk selalu mentaati norma moral 

dan etika kehidupan yang berlaku dalam 

masyarakat. 

3. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan  

harmonis untuk mewujudkan kehidupan 

bermasyarakat yang tenang. 

Definisi Penertiban dan Ketentraman 

Definisi Penertiban  

Dalam Peraturan Daerah nomor  44 Tahun 2002 

tentang penertiban pedagang kaki lima selanjutnya 

penertiban adalah upaya yang dilakukan oleh 

pemerinah, daerah melalui menetapkan lokasi 

binaan untuk melakukan penertiban, pemindahan 

penetapan dan penghapusan lokasi pedagang kaki 

lima dengan memperhatikan kepentingan umum, 

sosial, keindahan kesehatan ekonomi, keamanan, 

ketertiban. serta sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Pedagang kaki lima sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 5 dilakukan terhadap 

pedagang kaki lima dan  lokasi pedagang kaki lima 

yan gdilakukan dikawasan perkotaan. sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang penataan ruang. Yaitu: walikota 

melalui kepala dinas melakukan pendataan serta 

pendaftaran pedagang kali lima sebagaimana yang 

dimaksud dilakukan bersama apparat kelurahan 

maupun kecamatan upaya untuk melakukan 

penataan terhadap pedagang kaki lima terus 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang 

melalui dinas-dinas terkait dengan mendasarkan 

pada Peraturan Peraturan Daerah nomor 44 tahun 

2002 bahwa Walikota melakukan penertiban 

pedagang kaki lima menggunakan cara : 

1. Pendataan pedagang kaki lima 

2. Pendaftran pedagang kaki lima 

3. Penataan lokasi pedagang kaki lima 

4. Pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang 

kaki lima 

5. Peremajaan lokasi pedagang kaki lima 

Indikator untuk mengukur penertiban pedagang 

kaki lima secara individu terdapat enam indikator 

menurut Peraturan Daerah nomor 44 tahun 2002. 

Efektifitas adalah seberapa besar tingkat 

pencapaian, tujuan/sasaran dan kebijakan penerti-

ban pedagang kaki lima yang telah dilakukan di 

kota Palembang. 

1. Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan 

untuk membentuk efektifitas tertentu. 

2. Kecukupan adalah seberapa jauh kebijakan 

penertiban pedagang kaki lima kota Palembang 

yang di huni oleh aparatur pemerintah dapat 

mengatasi berbagai permasalahan pedagang 

kaki lima di kota Palembang. 

3. Perataan yaitu mewujudkan keadilan yang 

seimbang bagi para pihak terkait 

4. Resvonsifitas yaitu, seberapa jauh kebijakan 

dapat menyelesaikan/mengatasi berbagai 

permasalahan pedagang kaki lima di kota 

Palembang. 

5. Ketetapan yaitu bekerjasama dengan rasiona-

litas menggunakan subtantif yang merujuk pada 

nilai atau harga dan tujuan kebijakan serta pada 

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijkan 

tadi. 

Defenisi Ketentraman 

Berdasarkan Peraturan Daerah no. 44 Tahun 

2002 pasal 1 tentang ketertiban Pedagang Kaki 

lima, Ketentraman ialah kondisi lingkungan yang 

aman dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat 

yang tenang. Ketentraman merupakan upaya yg 

dilakukan sang Pemerintah Kota Palembang, dunia 

perjuangan serta masyarakat secara sinergis dalam 

bentuk penumbuhan iklim usaha serta pengem-

bangan usaha terhadap PKL dengan pola kemitraan 

antara usaha Mikro, kecil dan  Menengah dengan 

usaha besar, sehingga mampu tumbuh dan  

berkembang, baik kualitas maupun kuantitas 

usahanya. 

Tertib Usaha 

Tertib usaha adalah seluruh kegiatan 

perjuangan telah memiliki izin serta memenuhi 

kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan 

barang dan /atau jasa yang dilarang, sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Menurut Peraturan Daerah nomor  44 Tahun 

2002 tentang Ketentraman dan  Ketertiban umum  

Pasal 22 Tertib usaha ayat (1) dan  ayat (2) 

berbunyi :  

1. Setiap orang atau badan dilarang menempatkan 

benda-benda dengan maksud untuk melakukan 

suatu usaha di wilayah milik jalan, dijalan 

dipinggir rel kerta api, jalur hijau, taman serta 

tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat 

yang telah di izinkan oleh kepala daerah. 

2. Setiap orang atau badan dilarang menjajakan 

barang dagangan, membagikan/menempelkan 

selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu 

menggunakan mengharapkan imbalan pada 

wilayah milik jalan, dijalan, jalur hijau, taman 

dan  tempat-daerah umum, kecuali di tempat-

tempat yang ditetapkan oleh kepala daerah. 

Pengertian Pedagang Kaki Lima 

Pedagang Kaki lima atau yang biasa disingkat 

dengan istilah PKL adalah istilah untuk menyebut 

penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. 

Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa 

diartikan menjadi jenis pekerjaan yang berkaitan 

dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang 

bekerja dengan cara membeli suatu barang yang 

kemudian barang tersebut dijual kembali dengan 

harga yang lebih tinggi sebagai akibatnya 

mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki 

lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak 

permanen atau permanen. menggunakan demikian, 

pedagang kaki lima dapat diartikan menjadi 

pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang 

permanen atau permanen. 

Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan 

melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan sang 

Kartono dkk. yaitu: 

a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga 

sekaligus berarti penghasil. 

b. Terdapat yang menetap pada lokasi tertentu, 

ada yang berkecimpung dari kawasan satu 

ketempat yanglain (menggunakan pikulan, 

kereta dorong, daerah atau stan yang tidak 

permanentserta bongkar pasang).  

c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-

barang konsumsi lainnya yang tahan lama   

secara eceran.  

d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya 

merupakan alat bagi pemilik modal dengan 

mendapatakan sekedar komisi sebagai imbalan 

atas jerih payahnya.  

e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan 

cukup rendah dan  umumnya tidak berstandart.  

f. Volume aliran uang tidak seberapa besar, para 

pembeli adalah pembeli yang berdaya beli 

rendah.  

g. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, 

dimana ibu serta anak-anak turut membantu 

dalam usaha tersebu, baik langsung juga tidak 

langsung.  

h. Tawar menawar antar penjual serta pembeli 

artinya iciri yang khas di usaha pedagang kaki 

lima.  

i. Dalam melaksanakan pekerjaannya terdapat 

yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan 

setelah kerja atau pada waktu senggang, dan  

ada juga yang melaksanakan musiman. 

Karakteristik Pedagang Kaki Lima  

Rata-rata peidagang kaki lima menggunakan 

atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang 

atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan 

lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. 

Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima 

yang perlu dikenali adalah sebagai berikut :  

a. Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya 

mendekati pusat keramaian dan tanpa izin 

menduduki zona-zona yang semestinya menjadi 

milik publik (depriving public space).  

b. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki 

daya sesistensi sosial yang sangat lentur 

terhadap berbagai tekanan dan kegiatan 

penertiban.  

c. Sebagai sebuah kegiatan usaha pedagang kaki 

lima umumnya memiliki mekanisme involutiv 

penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.  

d. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kau 

migran, dan proses adaptasi serta eksistensi 

mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan 

patronase yang didasarkan pada ikatan faktor 

kesamaan daerah asal (locality sentiment)  

e. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak 

memiliki keterampilan dan keahlian alternatif 

untuk mengembangkan kegiatan usaha baru 

luar sektor informal kota. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penertiban Pedagang Kaki Lima 

Pe iratuiran Meinteiri Dalam Ne ige iri Nomor 54 

Tahuin 2011 Teintang Standar Opeirasional Proseiduir 

Satuian Polisi Pamong Praja Beintuik cara peim-

binaan ke iteirtiban uimuim dan ke ite intraman 

masyarakat adalah beiruipa Produik Huikuim yang 

tidak ditaati masyarakat, teiruitama Pe iratuiran 

daeirah, Peiratuiran Keipala Dae irah dan peiruindangan 

lainnya dalam me injalankan roda Peime irintahan di 
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daeirah keipada masyarakat. Hal teirseibuit dilak-

sanakan seicara beirtahap dan beirke isinambuingan, 

seihingga masyarakat akan me imahami arti 

pe intingnya ke itaatan dan ke ipatuihan teirhadap 

produik huikuim dae irah, ole ih kareina itui di dalam 

pe imbinaan haruis me ime inuihi: 

1. Pe ineintuian sasaran peimbinaan dalam be intuik 

pe irorangan, ke ilompok ataui Badan uisaha.  

2. Pe ineitapan waktui peilaksanaan peimbinaan 

seipe irti Builanan, Triwuilan, Seime iste ir dan 

Tahuinan. Peireincanaan me ingguinakan pe inggalan 

waktui teirseibuit dimaksuidkan agar tiap keigiatan 

yang akan dilakuikan me imiliki batasan waktui 

yang jeilas dan me impe irmuidah eivaluiasi 

ke ibe irhasilan dari aktivitas yang dilakuikan.  

3. Pe ineitapan mateiri peimbinaan dilakuikan agar 

maksuid seirta tuijuian peimbinaan dapat teircapai 

de ingan teirarah. Seilain itu i peine itapan mateiri 

pe imbinaan diseisuiaikan deingan suibjeik, objeik 

seirta targeit.  

4. Pe ineitapan teimpat pe imbinaan yang dilakuikan 

dapat beirsifat Formal dan Informal, diseisuiaikan 

de ingan kondisi dilapangan. 

5. Teiknis Pe irsiapan Ope irasional Keiteirtiban uimuim  

dan Keiteinteiraman masyarakat; 

a. Meimbe irikan teiguiran ke iduia ke ipada orang/b 

adan huikuim yang me ilanggar ke iteirtiban 

uimuim dan ke ite inteiraman masyarakat jika 

dalam waktui 3 (tiga) hari seiteilah teiguiran 

pe irtama dilakuikan be iluim diindahkan.  

b. Meimbe irikan teiguiran ke itiga pada orang/ 

badan huikuim yang me ilanggar ke iteintiraman 

dan ke iteirtiban uimuim  apabila dalam waktui 

tiga (3) hari seiteilah teiguiran ke iduia dilakuikan 

be iluim diindahkan.  

c. Meimbe irikan suirat peiringatan peirtama dalam 

waktui 7 (tuijuih) hari suipaya orang/ badan 

huikuim te irseibuit uintuik me ine irtibkan seindiri 

apabila dalam waktui 3 hari seiteilah teiguiran 

ke itiga dilakuikan be iluim diindahkan.  

d. Meinyampaikan suirat pe iringatan keiduia 

dalam waktui 3 (tiga) agar orang/badan 

huikuim te irseibuit uintuik me ine irtibkan seindiri.  

e. Meinyampaikan suirat pe iringatan ke itiga 

dalam waktui 1 (satui) agar orang/badan 

huikuim te irseibuit uintuik me ine irtibkan seindiri.  

f. Jika seiteilah suirat peiringatan keitiga tidak 

diindahkan maka dapat dilakuikan tindakan 

pe ineirtiban seicara paksa. 

6. Pe imbinaan Teirtib Sosial:  

a. Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, 

latihan, pemberian  bantuan pengawasan dan  

pembinaan baik kepada perorangan maupun 

kelompok masyarakat yang diperkirakan 

menjadi sumber timbulnya gelandangan, 

pengemis serta WTS.  

b. Refresif melalui razia, penampungan 

sementara untuik mengurangi gelandangan, 

pengemis serta WTS baik kepada 

perorangan maupun kelompok masyarakat 

yang disangka sebagai gelandangan, 

pengemis dan  WTS. 

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja 

Se iteilah beirlakuinya Uindang-Uindang e ikonomi 

daeirah, maka se itiap daeirah me impuinyai hak uintuik 

me ingatuir dan  me inguiruis ruimah tangganya se indiri 

seihingga se itiap daeirah be irhak uintuik me imbuiat 

Pe iratuiran Daeirah. Seilain me inyuisuin Pe iratuiran 

Dae irah oleih Pe ime irintah Dae irah, dalam rangka 

Pe inye ileinggaraan peime irintahan uimuim, maka 

pe ime irintahan daeirah me inguisahakan teirwuijuidnya 

ke ite inteiraman dan  ke iteirtiban me ilaluii pe iranan 

Satuian Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam 

pe ineirtiban peilaksanaan Peiratuiran Daeirah. 

Istilah Pamong Praja seindiri beirasal dari 2 kata 

yaitui “pamong” se irta “praja” Pamong me imiliki arti 

pe inguiruis, peingasuih ataui peindidik. Seidangkan 

Praja me impuinyai arti kota, neige iri ataui ke irajaan. 

seihingga se icara harfiah Pamong Praja dapat 

diartikan seibagai peinguiruis kota. 

Pe inge irtian Sat Pol PP beirdasarkan Peiratuiran 

Pe ime irintah nomor  6 Tahuin 2010 teintang Satuian 

Polisi Pamong Praja Pasal 1 nomor  8 Peiratuiran 

Pe ime irintah nomor 6 Tahuin 2010 teintang Satuian 

Polisi Pamong Praja yaitui : Satuian Polisi Pamong 

Praja (Sat Pol PP) adalah bagian peirangkat daeirah 

dalam pe ine igakan Pe iratuiran Daeirah dan  

pe inye ileinggaraan keiteirtiban uimuim dan 

ke ite intraman masyarakat. 

Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Satuian Polisi Pamong Praja suidah beiruisia leibih 

dari seiteingah abad, namuin se ibeinarnya ke ibe iradaan 
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Satuian Polisi Pamong Praja makin pe inting dan 

me inonjol seiteilah eira reiformasi. Teipatnya seiteilah 

pe ineirapan Uindang-Uindang otonomi daeirah. 

seite ilah otonomi daeirah, Sat Pol PP me injadi 

leimbaga yang inde ipeinde in yang me ilaporkan 

langsuing tuigas dan ke iwajibannya ke ipada 

Pe ime irintah Daeirah dan me imiliki te impat ke irja 

seindiri. seibagai leimbaga yang mandiri dan  

me impuinyai tuigas seirta tangguing jawab yang 

be isar, meireika puila me irasa peirlui me iningkatkan 

ke imampuian me ire ika baik se icara fisik mauipuin non- 

fisik uintuik anggota-anggotanya. 

Pe iratuiran Daeirah hanya dapat dibeintuik apabila 

teirdapat ke isatuian pe indapat antara Buipati / ke ipala 

daeirah seirta deiwan peirwakilan rakyat daeirah, 

teirmasuik me inge inai ke ibe iradaan Sat Pol PP yang 

pada dasarnya me impuinyai peiranan me imbantui 

Bu ipati / keipala daeirah di dalam me inye ile inggarakan 

pe ime irintahan uimuim.  

Dasar huikuim ke ibe iradaan Sat Pol PP 

me iruipakan ke ikuiatan yang me ingikat dan me ingatuir 

seigala hal teintang ke iduiduikan Sat Pol PP. Dasar 

ataui suimbe ir huikuim ke ibe iradaan Sat Pol PP seindiri 

teirdiri dari : 

1. Pe iratuiran Meinteiri dalam ne ige irinomor 38 tahuin 

2010 teintang Pe indoman Peinye ile inggaraan 

Pe indidikan dan Peilatihan Dasar Sat Pol PP. 

2. Uindang-Uindang Nomor 32 Tahuin 2004 teintang 

Pe ime irintahan Daeirah. 

3. Pe iratuiran Peime irintah Nomor 6 Tahuin 2010 

teintang Satuian Polisi Pamong Praja. 

4. Pe iratuiran Peime irintah Nomor 41 Tahuin 2007 

teintang Organisasi Peirangkat Daeirah. 

5. Pe iratuiran Daeirah Kota Paleimbang Nomor 12 

Tahuin 2020 te intang Pe imbe intuikan dan Suisuinan 

Pe irangkat Daeirah Kota Pale imbang. 

Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong 

Praja 

Meinuiruit Muithmainnah (2016:12) ke iduiduikan 

seirta statuis Sat Pol PP yaitui : 

1. Satuian Polisi Pamong Praja me imiliki 

ke iduiduikan se ibagai pe irangkat satuian 

de ikonseintrasi (peilimpahan weiwe inang dari 

pe ime irintah ataui ke ipala Instansi Veirtikal tingkat 

atasnya ke ipada peijabat-pe ijabatnya pada 

daeirah), seirta me iruipakan uinsuir peilaksana 

daeirah (deise intralisasi). 

2. Anggota Satuian Polisi Pamong Praja me im-

puinyai statuis seibagai Peigawai Neige iri Sipil. 

Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong 

Praja 

Tuigas Sat Pol PP yaitui me ineigakkan Pe iratuiran 

Dae irah seirta me inye ile inggarakan ke iteirtiban uimuim  

dan  ke iteinteiraman masyarakat seirta peirlinduingan 

masyarakat. (Peiratuiran Peime irintah nomor 6 Tahuin 

2010 teintang Satuian Polisi Pamong Praja, Pasal 4). 

Sat Pol PP me impuinyai ke iwe inangan dalam  

pe ineigakan atuiran Peiratuiran Dae irah kareina Sat Pol 

PP adalah peijabat Peime irintah puisat yang ada pada 

wilayah yang me ilaksanakan uiruisan peime irintahan 

uimuim. de ingan adanya ke iduiduikan di atas maka 

dapat disimpuilkan bahwa : Polisi Pamong Praja 

be irweinang dari Peiratuiran Peime irintah nomor  6 

Tahuin 2010 teintang Satuian Polisi Pamong Praja, 

Pasal 6 yaitui :  

1. Meilakuikan tindakan peine irtiban non yuistisial 

teirhadap warga masyarakat, aparatuir, ataui 

badan huikuim yang me ilakuikan pe ilanggaran atas 

Pe irda dan / ataui peiratuiran Keipala Daeirah, 

2. Meinindak warga masyarakat, aparatuir, ataui 

badan huikuim yang me ingganggui ke iteirtiban 

uimuim dan ke ite inteiraman masyarakat, 

3. Fasilitasi dan peimbe irdayaan kapasitas 

pe inye ileinggaraan peirlinduingan masyarakat. 

4. Meilakuikan tindakan peinye ilidikan teirhadap 

warga masyarakat, aparatuir, ataui badan huikuim 

yang diduiga me ilakuikan pe ilanggaran atas Peirda 

dan / ataui pe iratuiran Keipala Dae irah. 

Kerangka Berpikir 

Keirangka be irpikir adalah suiatui dasar peimikiran 

yang me incakuip pe inggabuingan antara teiori, fakta, 

obseirvasi, seirta kajian puistaka, yang nantinya 

dijadikan landasan dalam me ilakuikan me inuilis 

karya tuilis ilmiah. Kareina me injadi dasar, keirangka 

be irpikir ini dibuiat ke itika akan me imaparkan 

konse ip-konse ip dari peineilitian.  

Keirangka be irpikir juiga bisa dibilang seibagai 

visuialisasi dalam be intuik bagan yang saling 

teirhuibuing. De ingan bagan itui dapat dikatakan 

bahwa ke irangka beirpikir adalah suiatui aluir logika 
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yang beirjalan di dalam suiatui peine ilitian. 

Namuin, keirangka be irpikir ilmiah juiga bisa dibuiat 

dalam beintuik poin-poin yang se isuiai deingan 

variabeil. Adapuin variabeil teirbagi me injadi duia 

yaitui variabeil teirikat (de ipeinde in) dan variabeil 

be ibas (indeipe indeint)  

Keirangka pe imikiran me inuiruit Suigiyono 

(2019:95), me iruipakan mode il konseiptuial teintang 

bagaimana teiori beirhuibuingan deingan be irbagai 

faktor yang te ilah diideintifikasi seibagai masalah 

yang pe inting. 

Jadi seicara uimuim contoh ke irangka be irpikir 

adalah aluir dari suiatui peirmasalahan yang ingin 

dipaparkan di dalam karya tuilis ilmiah. Muilai dari 

awal hingga akhir. Dari peinjeilasan diatas, 

ke irangka be irpikir dapat dilihat pada tabeil : 

Tabel Kerangka Berpikir 

Impleime intasi Keibijakan Puiblik 
 

Keigiatan Teirtib Uisaha 

1. Komuinikasi 

2. Suimbe ir Daya 

3. Disposisi 

4. Struiktuir Birokrasi 

(Geiorge i Eidward III (winarno 

2014:177)) 

1. Tindakan peinceigahan gangguian teirtib uisaha 

2. Pe irlinduingan teirhadap masyarakat, fasilitas 

uimuim, fasilitas sosial dan kantor 

3. Pe imantauian dan monitoring 

4. Sanksi atas tindakan peilanggaran teirtib uisaha 

Pe iratuiran Daeirah kota Paleimbang Nomor 44  Tahuin 

2002 Pasal 22 Teirtib Uisaha. 

 

 

 

 

C. PROSEDUR PENELITIAN 

1. Metode Penelitian Kualitatif 

Se icara eitimologis, kata “me itode i” dari beirasal 

bahasa Yuinani “me ithodos” yang te irsuisuin dari 

istilah “me ita” dan  “hodos“. Meita beirarti me inuijui, 

me ilaluii, me ingikuiti, ataui seileisainya. Seidangkan 

hodos beirarti jalan, cara, ataui arah. istilah teirseibuit 

ke imuidian diseirap dalam bahasa Inggris seibagai 

kata “me ithod” yang be irarti suiatui be intuik 

me ikanisme i te irteintui uintuik me incapai ataui 

me inde ikati suiatui tuijuian, teiruitama cara yang 

sisteimatis. 

Meitodei pe ineilitian ini me ingguinakan me itode i 

pe ineilitian kuialitatif, dari Moleiong (2005:6), 

pe ineilitian kuialitatif ialah peineilitian yang 

be irmaksuid uintuik me imahami ke inyataan teintang 

apa yang dialami oleih suibje ik pe ine ilitian contohnya 

sikap, peirseipsi, motivasi, tindakan, dll seicara 

holistic, seirta deingan cara de iskripsi pada beintuik 

kata-istilah seirta bahasa, di suiatui konteiks spe isifik 

yang alamiah dan  deingan me imanfaatkan banyak 

seikali me itode i alamiah.  

Meitodei kuialitatif ialah me itode i yang fokuis 

pada peingamatan yang me indalam. oleih kareinanya, 

pe ingguinaan me itode i kuialitatif pada peine ilitian 

dapat me inghasilkan kajian atas suiatui ke inyataan 

yang le ibih kompre iheinsif. Pe ineilitian kuialitatif yang 

me impe irhatikan huimanisme i ataui individui insan 

dan  pe irilakui manuisia me iruipakan jawaban atas 

ke isadaran bahwa seiluiruih dampak asal peirbuiatan 

manuisia teirpeingaruih pada aspeik-aspe ik inteirnal 

individui. 

Definisi Konsep 

Konseip ialah seirangkaian peirnyataan yang 

saling beike irjasama yang me injeilaskan teintang 

seike ilompok pe iristiwa / insidein dan  me iruipakan 

suiatui dasar ataui pe ituinjuik didalam me ilakuikan suiatui 

pe ineilitian, dimana teiori dan  konseip tadi bisa 

me imbe irikan gambaran seicara sisteimatis dari suiatui 

ke inyataan. 

De ifinisi konseip dari peineilitian ini me ilipuiti : 

1. Imple ime intasi adalah peinting bagi administrasi 

puiblik dan  ke ibijakan puiblik. Imple ime intasi 

ke ibijakan me iruipakan tahap peimbuiatan 

ke ibijakan antara peimbe intuikan ke ibijakan seirta 

Umpan Balik 
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konse ikuie insi-konse ikuie insi ke ibijakan bagi 

masyarakat yang dipeingaru ihinya, Eidwards III 

(1980: 1) 

2. Teirtib uisaha me iruipakan wuijuid awal dari teir-

ciptanya ke iamanan dan ke iteirtiban masyarakat. 

pada peilaksanaannya dipeirluikan suiatui 

ke imampuian uintuik me inangani beirbagai 

pe ilanggaran-pe ilanggaran yang me inyangkuit 

ke ite irtiban. (Peiratuiran Daeirah kota Paleimbang 

nomor 44 Tahuin 2002 te intang Keiteintraman 

seirta Keiteirtiban uimuim pasal 22 Teirtib uisaha). 

Defenisi Operasional 

Be irdasarkan uiraian dari de ifinisi konseip maka 

variabeil dalam pe ineilitian ini adalah Imple ime intasi 

Pe ineigakan Pe iratuiran Daeirah Nomor 44 Tahuin 

2002 Pasal 22 teintang Keite intraman dan Keiteirtiban 

uimuim di Taman Kambang Iwak Pale imbang. 

De ingan tabeil indikator yaitui se ibagai beirikuit :

Tabel Operasionalisasi Konsep 

No Konseip Indikator 

1 Imple ime intasi  

 

(Ge iorge i E idward III (winarno 

2014:177)) 

1. Komuinikasi 

2. Suimbe ir Daya 

3. Disposisi 

4. Struiktuir Birokrasi 

2 Ke ite intraman dan Ke ite irtiban Uimuim 

(Peiratuiran Dae irah Walikota 

Paleimbang Nomor 44 Tahuin 2002 

Pasal 22 Teirtib Uisaha) 

1. Tindakan pe ince igahan gangguian te irtib uisaha 

2. Peirlinduingan te irhadap masyarakat, fasilitas uimu im, fasilitas 

sosial dan kantor 

3. Peimantauian dan monitoring 

4. Sanksi atas tindakan pe ilanggaran te irtib uisaha 

 

Informan Penelitian 

Pe inge irtian informan ialah suibye ik pe ine ilitian 

yang dapat me inyampaikan informasi me inge inai 

ke inyataan/konflik yang diangkat dalam peine ilitian. 

uintuik le ibih jeilasnya dapat dipandang deingan tabeil 

be irikuit :  

Tabel Informan Penelitian 

No Informan Juimlah 

1 Ke ipala Satuian Polisi Pamong Praja 1 Orang 

2 Kabid Ke ite irtiban Uimuim dan Ke ite intraman Masyarakat 1 Orang 

3 Kabid Peine igakan Pe iratuiran Pe iruindang-Uindangan Dae irah 1 Orang 

4 Kasi Pe ingawalan dan Ke isamaptaan 1 Orang 

5 Kasi Ope irasional dan Pe inge indalian 1 Orang 

6 Peidagang Kaki Lima 3 Orang 

 Juimlah 8 Orang 

Suimbe ir data : Kantor Satuian Polisi Pamong Praja kota Pale imbang 

Informan teirseibuit adalah orang-orang yang 

be irhuibuingan langsuing deingan objeik pe ineilitian 

yang cuikuip me inguiasai peirmasalahan yang peinuilis 

sajikan. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pe irlui uintuik dipahami teirle ibih dahuilui bahwa 

teiknik peinguimpuilan data peine ilitian kuialitatif 

adalah seibuiah uipaya uintuik pe ine iliti me indapatkan 

data. Nantinya, peineiliti seite ilah beirhasil me inguim-

pu ilkan data akan me injadi bahan uintuik me ilakuikan 

analisis ruimuisan masalah. Data kuialitatif seindiri 

artinya data yang me imiliki huibuingan langsuing 

me ingguinakan ciri yang dimiliki oleih narasuimbe ir. 

Teiruitama hal ini ditinjaui be irasal sifat yang dimiliki 

oleih narasuimbe ir itui seindiri. 

Data kuialitatif tidak bisa uintuik dilakuikan 

pe inguikuiran seicara seimpuirna mauipuin me ingguina-

kan skala teirteintui. oleih kareina itui, me injalankan 

pe ineilitian kuialitatif peirlui uintuik be inar-be inar 

be irhati-hati saat me ine irima dan  me inginte irpreitasi 

data. 
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Adapuin teiknik pe inguimpuilan data yang 

diguinakan dalam pe ine ilitian ini adalah seibagai 

be irikuit : 

1. Obseirvasi adalah langkah awal me ingadakan 

pe ingamatan seicara pribadi me ingguinakan 

me ilihat keiadaan dilapangan uintuik me impe iroleih 

data obseirvasi dan  peingamatan teirhadap 

ke igiatan-ke igiatan yang teirjadi seilain itui 

me ilakuikan pe ingamatan se irta peineilitian pada 

Taman Kambang Iwak Pale imbang 

2. Wawancara artinya teiknik pe inguimpuilan data 

de ingan me ilakuikan tanya jawab seicara pribadi 

ke ipada pihak-pihak yang te irkait me ingguinakan 

masalah  yang diteiliti yaitui pada kantor Satuian 

Polisi Pamong Praja kota Paleimbang se irta 

be ibeirapa narasuimbe ir atau i pe inguinjuing yang 

be irada di daeirah Taman Kambang Iwak 

Paleimbang. 

3. Stuidi Puistaka. Peine itapan stuidi puistaka tadi 

be iruipa teiknik pe inguimpuilan data deingan cara 

me imbaca seiluiruih buikui re ifeireinsi dan liteiratuir 

yang be irhuibuingan me ingguinakan induik dan  

pe irtaruingan yang pe inu ilis amati guina 

me indapatkan teiori-teiori yang bisa dipeirguinakan 

me injadi peiralatan analisa data yang teirseidia. 

4. Dokuime intasi adalah catatan insidein yang suidah 

be irlalui, dokuime in yang dipe irguinakan peine iliti 

disini beiruipa data-data yang te irkait deingan 

pe ineilitian yang di dapat beirasal teimpat 

pe ineilitian mauipuin peirpuistakaan. 

Teknik Analis Data 

Se iteilah data teirkuimpuil dari hasil peingamatan 

data, maka diadakan suiatui analisis data me ingolah 

data yang ada. be irdasarkan Su igiyono (2015:244) 

analisis data adalah proseis me incari seirta me inyuisuin 

seicara sisteimatis data yang dipe iroleih dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan  dokuime intasi, 

de ingan cara me ingorganisasikan data ke i dalam 

kate igori, me injabarkan ke idalam uinit-uinit, me ila-

ku ikan sinteisa, me inyuisuin ke idalam pola, me ine in-

tuikan mana yang pe inting seirta yang akan dipeila-

jari, dan  me imbe intuik ke isimpuilan se ihingga muidah 

dipahami oleih diri seindiri mauipuin orang lain.  

Adapuin teiknik analisa data me inuiruit peindapat 

Mileis dan Huibe irman dalam Rijali (2018:81-85) 

adalah seibagai beirikuit: 

1. Re iduiksi data adalah proseis pe imilihan, 

pe imuisatan peirhatian di peinye ide irhanaan. 

Pe inge imbangan dan transformasi data kasar 

yang muincuil beirasal catatan-catatan teirtuilis yg 

dipeiroleih di lapangan. 

2. Pe inyajian data me iruipakan seikuimpuilan info 

teirsuisuin yang me imbe irikan ke imuingkinan ada-

nya pe inarikan ke isimpuilan se irta peingambilan 

tindakan. me inghasilkan pe inyajian data puila 

ialah seibuiah langkah analisis data. seisuidah data 

dideisain dalam be intuik tabe il, bagan, seirta gafik 

dilakuikan tahapan deingan me indiskuisikan 

seilanjuitnya me inyampaikan peinafsiran seirta 

inteirpreistasi.  

3. Meinarik ke isimpuilan seirta ve irifikasi me iruipakan 

pe imahaman atas gosip ke imuidian me incari 

makna be irasal catatan me inge inal ke iteiratuiran, 

pola-pola. peinjeilasan konfiguirasi-konfiguirasi, 

aluir kareina akibat seirta propositif. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Hasil Peine ilitian ini dipeiroleih de ingan 

me ingguinakan wawancara deingan informan 

seibagai be intuik pe incarian data dan dokuime intasi 

langsuing dilapangan  yang ke imuidian peine iliti 

analisis. Analisis ini teirfokuis deingan Imple ime intasi 

Pe ineigakan Pe iratuiran Daeirah Nomor 44 Tahuin 

2002 Teintang Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim 

Pasal 22 Teirtib Uisaha di Taman Kambang Iwak 

Paleimbang yang te irkait ke ipada beibe irapa uinsuir 

ataui ideintifikasi masalah. Agar pe ine ilitian ini leibih 

objeiktif, jeilas dan akuirat. 

Uintuik tahapan yang dilakuikan oleih pe ineiliti  

Implementasi Penegakan Peraturan Daerah 

Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman 

dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di 

Taman Kambang Iwak Palembang. 

A. Implementasi kebijakan 

De ifinisi impleime intasi ke ibijakan yaitui se ibuiah 

proseis ataui ke igiatan-ke igiatan yang dilakuikan oleih 

be ibeirapa pihak dimuilai dari pihak pe imbe intuik 

ke ibijakan sampai ke ipada pihak yang me injadi 
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tuijuian dari keibijakan teirseibuit dalam me inguipaya-

kan se ibuiah peirnyataan me injadi seibuiah ke inyataan. 

Teiori ke ibeirhasilan imple ime intasi ke ibijakan 

yang diguinakan se ibagai pe idoman oleih pe ineiliti 

adalah teiori yang dike imuikakan ole ih Eidward III 

yang mana ada 4 (eimpat) faktor yang dapat 

dijadikan acuian dalam me ineintuikan ke ibe irhasilan 

imple ime intasi keibijakan yaitui: komuinikasi, suimbe ir 

daya, disposisi dan struiktuir birokrasi. 

1. Komunikasi 

Komuinikasi me iruipakan proseis peinyampaian 

informasi dari komuinikator ke ipada komuinikan. 

Se ime intara itui, komuinikasi keibijakan beirarti 

me iruipakan proseis peinyampaian informasi keibija-

kan dari peimbuiat ke ibijakan ke ipada peilaksana 

ke ibijakan ke imuidian me inambahkan bahwa 

informasi yang pe irlui disampaikan ke ipada pe ilakui 

ke ibijakan agar peilakui ke ibijakan dapat me imahami 

ke ibijakan, tuijuian, ke ilompok sasaran (keilompok 

saran) keibijakan, seihingga ke ibijakan ke ibijakan 

dapat me impe irsiapkan keibijakan, seihingga proseis 

Imple ime intasi keibijakan be irjalan deingan e ifeiktif 

dan seisuiai deingan tuijuian ke ibijakan itui seindiri.  

Be irdasarkan hasil wawancara dan obseirvasi 

yang dilakuikan pe ine iliti dilapangan maka pe ineiliti 

dapat me inarik ke isimpuilan bahwa komuinikasi yang 

dilakuikan oleih Satuian Polisi Pamong Praja Kota 

Paleimbangdalam pe ine irtiban para Peidagang Kaki 

Lima yang me ilanggar Pe iratuiran Daeirah Nomor 44 

Tahuin 2002 Pasal 22 khuisuisnya pada Taman 

Kambang Iwak suidah cuikuip baik yaitui me ilaluii 

sosialisasi dan peituigas juiga me imbe irikan himbauian 

ke ipada masyarakat. 

2. Sumber Daya 

Suimbeir Daya me iruipakan seibuiah proseis ataui 

ke igiatan-ke igiatan yang dilaku ikan oleih beibeirapa 

pihak dimuilai dari pihak pe imbe intuik ke ibijakan 

sampai keipada pihak yang me injadi tuijuian dari 

ke ibijakan teirseibuit dalam me inguipayakan seibuiah 

pe irnyataan me injadi seibuiah ke inyataan. 

Dari hasil wawancara dan obseirvasi yang 

dilakuikan pe inuilis dilapangan bahwa indikator 

ke ite irseidiaan suimbe ir daya yang ada di Satuian 

Polisi Pamong Praja Kota Paleimbang  anggota 

yang te irlibat dalam  Ke iteintraman dan Keiteirtiban 

Uimuim haruis dibina dalam  me ingikuiti pe ilatihan 

me ilaksanakan fuingsi deingan baik Peirda Nomor 44 

Tahuin 2002 Pasal 22.  

3. Disposisi  

Disposisi adalah peindapat seiorang peijabat 

me inge inai uiruisan yang te irmuiat dalam suiatui suirat 

dinas dan langsuing dituiliskan pada suirat yang 

be irsangkuitan. 

Eidward III dalam Indiahono (2009:32), 

disposisi yaitui me inuinjuikkan karakte iristik yang 

me ine impe il e irat ke ipada imple ime intor ke ibijakan/ 

program. Karakteir yang paling peinting dimiliki 

oleih impleime intor adalah ke ijuijuiran, komitme in, dan 

de imokratis. Imple ime intor yang me imiliki komitme in 

tinggi dan juijuir akan seinantiasa beirtahan diantara 

hambatan yang diteimuii dalam program/ke ibijakan. 

Be irdasarkan hasil wawancara deingan Keipala 

Satuian Polisi Pamong Praja Kota Paleimbang 

didapatkan ke iteirangan ataui informasi bahwa: 

Gambar Wawancara Bersama Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Palembang 

 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

Be irdasarkan hasil wawancara, dokuime intasi 

pe inuilis me inyatakan bahwa indikator Disposisi 

dalam me ingimple ime intasikan Pe iratuiran Daeirah 

Nomor 44 Tahuin 2022 Pasal 22  teintang 

Keiteintraman dan Keiteirtiban uimuim di Taman 

Kambang Iwak Paleimbang. yang dilaksanakan 

oleih Polisi Pamong Praja dalam hal ini Anggota 

Polisi Pamong Praja Kota Paleimbang ke ipada 

Masyarakat me ilaluii ke ike iluiargaan, hal ini dipeirkuiat 

seisuiai deingan obseirvasi ataui pe ingamatan di 

Mayarakat yaitui peinguiruis pe ingu iruis Polisi Pamong 

Praja me ireispon apa yang me injadi ke iinginan 

warga. 

 

https://www.bola.com/tag/disposisi
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4. Struktur Birokrasi 

 Struiktuir Birokrasi adalah struiktuir tatanan 

organisasi, bagan, peimbagian ke irja dan hieirarki 

yang te irdapat pada seibuiah leimbaga yang pe inting 

uintuik me injalankan tuigas-tuigas agar leibih teiratuir. 

Gambar Wawancara Bersama Kepala Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 

 
Sumber : Dokumentasi Penulis 

Hasil wawancara di atas ke igiatan Keiteintraman 

dan Keite irtiban uimuim di Taman Kambang Iwak 

Paleimbang suidah me imiliki Standard Opeirational 

Proceiduirei (SOP) yang jeilas. Standard Opeirational 

Proceiduirei  (SOP) teirseibuit me iruipakan peituinjuik 

agar dalam pe ilaksanaan ke igiatan dapat me incapai 

hasil yang maksimal seitiap uinit ke irja me imiliki 

tuigas dan tangguing jawab masing-masing dalam 

me ilaksanakan ke igiatan. Tuigas dan tangguing jawab 

teirseibuit suidah diatuir dalam Tuipoksi yang ada. 

Se ilain tangguing jawab yang ada di seitiap uinit 

ke igiatan Keiteintraman dan Keiteirtiban uimuim di 

Taman Kambang Iwak Paleimbang juiga 

me imbuituihkan kordinasi de ingan pihak-pihak lain 

seipe irti pihak Masyarakat dan pihak Keicamatan 

mauipuin pihak ke ipolisian. 

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 

Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Pasal 22 Tertib Usaha 

Dalam se itiap peingimple ime intasian Peiratuiran 

Dae irah No 44 Tahuin 2002 Pasal 22 adanya 

tindakan peinceigahan dari gangguian pe ilakui uisaha 

yang me ingakibatkan teirgangguinya ke ite intraman 

dan ke iteirtiban uimuim, tindakan ini beirtuijuian uintuik 

me inguirangi peilanggaran dan me imbe irikan 

ke isadaran ke ipada masyarakat u intuik me iruibah sikap 

me intal seihingga teirwuijuidnya ke itaatan dan 

ke ipatuihan masyarakat te irhadap ke iteintuian 

pe iratuiran peiruindang-uindangan. 

1. Tindakan Pencegahan Gangguan Tertib 

Usaha 

Tindakan peince igahan gangguian teirtib uisaha 

me iruipakan tindakan dari pihak yang be irwe inang 

dalam uisaha me inghalangi, me inghe intikan ataui 

me inguirangi dampak ataui akibat teirjadinya 

gangguian dari peilakui uisaha, seihingga masyarakat 

me irasa teintram dan teirtib pada atuiran yang 

be irlakui. 

Be irdasarkan hasil wawancara dan obseirvasi 

yang dilakuikan pe ine iliti dilapangan, maka pe ine iliti 

dapat me inarik ke isimpuilan bahwa tindakan yang 

dilakuikan ole ih Satuian Polisi Pamong Praja kota 

Paleimbang dalam me ine irtibkan para Peilakui Uisaha 

dan Peidagang Kaki Lima yang me ilanggar 

Pe iratuiran Daeirah Nomor 44 Tahuin 2002 Pasal 22 

khu isuisnya pada kawasan Taman Kambang Iwak 

Paleimbang suidah be irjalan de ingan cuikuip baik yaitui 

de ingan adanya sosialisasi dan tindakan 

pe inceigahan  

2. Perlindungan Terhadap Masyarakat, 

Fasilitas Umum, Sosial dan Kantor 

Pe irlinduingan Teirhadap Masyarakat, Fasilitas 

Uimuim, Sosial dan Kantor adalah uipaya 

pe ime irintah guina me induikuing masyarakat uintuik 

dapat me inghadapi beirbagai ke ire intanan/guincangan 

di seipanjang sikluis ke ihiduipan. Peirlinduingan ini 

be irtuijuian uintuik me inguirangi teirjadinya ke iruisakan 

fasilitas uimuim, sosial dan kantor yang me iruipakan 

Asseit kota yang haruis dijaga se ihingga te irciptanya 

suiasana yang aman, te intram dan te irtib. 

Be irdasarkan hasil wawancara dan obseirvasi 

yang dilakuikan pe ine iliti dilapangan, maka pe ine iliti 

dapat me inarik ke isimpuilan bahwa peirlinduingan 

masyarakat teirhadap fasilitas uimuim, sosial 

mauipuin kantor yang dilakuikan oleih Satuian Polisi 

Pamong Praja suidah baik seihingga dapat 

be irkuirangnya para peilanggar Peiratuiran Daeirah. 

3. Pemantauan dan Monitoring 

Suiatui ke igiatan me ingamati seicara seiksama 

suiatui ke iadaan ataui kondisi, teirmasuik juiga pe irilakui 

ataui ke igiatan teirteintui, deingan tuijuian agar seimuia 

data masuikan ataui informasi yang dipeiroleih dari 

hasil peingamatan teirseibuit dapat me injadi landasan 

dalam me ingambil ke ipuituisan tindakan seilanjuitnya 
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yang dipeirluikan. De ingan kata lain peimantauian 

me iruipakan ke igiatan me ingamati peirke imbangan 

pe ilaksanaan peine irtiban pkl, me ingide intifikasi seirta 

me ingantisipasi peirmasalahan yang timbuil dan/ataui 

akan timbuil uintuik dapat diambil tindakan seidini 

muingkin. 

Be irdasarkan hasil wawancara dan obseirvasi 

yang dilakuikan pe ine iliti dilapangan, maka pe ine iliti 

dapat me inarik ke isimpuilan bahwa peimantauian dan  

monitoring yang dilakuikan oleih Satuian Polisi 

Pamong Praja dalam me ingawasi Peilakui Uisaha 

ataui Peidagang Kaki Lima yang me ilanggar 

Pe iratuiran Daeirah Nomor 44 tahuin 2022 Pasal 22 

Khuisuisnya pada kawasan Taman Kambang Iwak 

Paleimbang suidah be irjalan de ingan baik seihingga 

dapat beirkuirangnya Pe ilakui Uisaha ataui Peidagang 

Kaki Lima yang be irjuialan di kawasan Taman 

Kambang Iwak Pale imbang se ihingga me inguirai 

pe irmasalahan keiruisakan fasilitas uimuim dan tidak 

me ingganggui aktifitas masyakarat yang be irada di 

kawasan teirseibuit. 

4. Sanksi Atas Tindakan Pelanggaran Tertib 

Usaha  

Sanksi adalah seibuiah huiku iman ataui tindakan 

paksaan yang dibeirikan kareina yang be irsangkuitan 

gagal meimatuihi huikuim, atuiran, ataui peirintah 

Meingeinai peilanggaran suiatui tindak pidana, 

khuisuisnya Peilakui Uisaha ataui Peidagang Kaki 

Lima, dan suidah barang teintui apabila ada sanksi 

pidana ataui keiteintuian pidana yang meingikat 

disana, seibab sanksi pidana sangatlah peinting deimi 

teirjaminnya keihiduipan masyarakat yang aman, 

teintram dan teirtib seirta uintuik meinjaga keiindahan 

kota yang ada. 

Beirdasarkan hasil wawancara dan obseirvasi 

yang dilakuikan peineiliti dilapangan, maka peineiliti 

dapat meinarik keisimpuilan bahwa sanksi atas 

tindakan peilanggaran teirtib uisaha suidah dilakuikan 

deingan baik oleih Satuian Polisi Pamong Praja 

seihingga deingan adanya sanksi yang dibeirikan 

dapat meinguirangi Peilakui Uisaha ataui Peidagang 

Kaki Lima yang ada di kawsan Taman Kambang 

Iwak Paleimbang seihingga dapat teirwuijuidnya 

Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Seiteilah dilakuikan peineilitian dan wawancara 

deingan beibeirapa informan meingeinai Peiratuiran 

Daeirah Nomor 44 Tahuin 2002 Teintang 

Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim Pasal 22 

Teirtib Uisaha di Taman Kambang Iwak Paleimbang, 

maka beirikuit dilakuikan peimbahasan. 

Implementasi Penegakan Peraturan Daerah 

Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman 

dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di 

Taman Kambang Iwak Palembang. 

A. Implementasi Kebijakan 

Seiteilah dilakuikan peineilitan dan wawancara 

deingan bobeirapa informan meingeinai Impleimeintasi 

Peineigakan Peiratuiran Daeirah Nomor 44 Tahuin 

2002 Teintang Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim 

Pasal 22 Teirtib Uisaha di Taman Kambang Iwak 

Paleimbang. maka beirikuit dilakuikan peimbahasan 

dan hasil peineilitian. 

1. Komunikasi 

Komuinikasi me iruipakan proseis peinyampaian 

informasi dari komuinikator ke ipada komuinikan. 

Se ime intara itui, komuinikasi keibijakan beirarti 

me iruipakan proseis peinyampaian informasi keibija-

kan dari peimbuiat ke ibijakan ke ipada peilaksana 

ke ibijakan ke imuidian me inambahkan bahwa infor-

masi yang pe irlui disampaikan ke ipada peilakui 

ke ibijakan agar peilakui ke ibijakan dapat me imahami 

ke ibijakan, tuijuian, ke ilompok sasaran (keilompok 

saran) ke ibijakan, seihingga ke ibijakan ke ibijakan 

dapat me impe irsiapkan keibijakan, seihingga proseis 

Imple ime intasi keibijakan be irjalan deingan e ifeiktif 

dan seisuiai deingan tuijuian ke ibijakan itui seindiri. 

Hasil peine ilitian dari suib indikator  komuinikasi 

di atas, dapat disampaikan bahwa pe iratuiran 

teintang Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim Pasal 

22 Teirtib Uisaha di Taman Kambang Iwak 

Paleimbang  disampaikan ke ipada peigawai me ilaluii 

pe inyuiluihan dan peituigas juiga me imbe irikan 

himbauian ke ipada masyarakat deingan cara 

be irke irjasama deingan pihak se iteimpat. Himbauian 

yang dibe irikan ke ipada masyarakat be iruipa 

diadakanya peirteimuian muisyawarah dan suirat 

e idaran. 

2. Sumber Daya 

Indikator suimbe ir daya teirdiri dari beibe irapa 

e ileime in, yaitui Suimbe ir Daya manuisia, Suimbe ir 

Daya Fasilitas dan Suimbe ir Daya finansial. Beirikuit 

hasil peineilitian yang dilakuikan pe inuilis: 
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Suimbeir daya dalam impleime intasi ke ibijakan 

adalah Staf ataui peigawai Keigagalan seiring teirjadi 

dalam imple ime intasi ke ibijakan, salah satuinya 

diseibabkan olch staf/peigawai yang tidak cuikuip 

me imadai, me incuikuipi, atauipuin tidak kompe ite in 

dalam bidangnya. Pe inambahan juimlah staf dan 

imple ime intasi saja tidak cuikuip me inye ileisaikan 

pe irsoalan imple ime intasi ke ibijakan, teitapi dipeirlui-

kan se ibuiah ke icakapan  staf deingan ke iahlian dan 

ke imampuian yang dipe irluikan (kompe itein dan 

kapabe il) dalam imple ime intasi ke ibijakan.  

3. Disposisi  

Disposisi yang diimple ime intasikan pada 

Pe iratuiran Daeirah Nomor 44 Tahuin 2002 Teintang 

Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim Pasal 22 

Teirtib Uisaha di Taman Kambang Iwak Pale imbang,  

pe inguiruis Satuian Polisi Pamong Praja dalam 

me ilaksanakan fuingsinya me ilaluii pe ideikatan se icara 

ke ike iluiargaan deingan masyarakat. 

Hasil wawancara me inuinjuikkan bahwa peituigas 

Satuian Polisi Pamong Praja me ilaksanakan dan 

me imatuihi peiratuiran yang be irlakui seihingga se itiap 

ke igiatan Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim  yang 

dilakuikan me iruipakan wuijuid dari rasa patuih 

teirseibuit. 

4. Struktur Birokrasi 

Struiktuir birokrasi yang diimple ime intasikan pada 

Pe iratuiran Daeirah Nomor 44 Tahuin 2002 Teintang 

Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim Pasal 22 

Teirtib Uisaha di Taman Kambang Iwak Paleimbang 

masih peirlui binaan dan duikuingan dari Peime irintah 

teirkait. 

Keibeirhasilan impleime intasi ke ibijakan puiblik 

adalah struiktuir birokrasi. Walauipuin suimbe ir daya 

uintuik me ilaksanakan suiatui ke ibijakan teirseidia, ataui 

para peilaksana ke ibijakan me inge itahuii apa yang 

seiharuisnya dilakuikan, dan me impuinyai ke iinginan 

uintuik meilaksanakan suiatui ke ibijakan, keimuing-

kinan ke ibijakan teirseibuit tidka dapat dilaksanakan 

ataui direialisasikan kare ina teirdapatnya ke ile imahan 

dalam struiktuir birokrasi. Keibijakan yang be igitui 

komple iks me inuintuit adanya ke irjasama banyak 

orang, ke itika struiktuir birokrasi tidak konduisif pada 

ke ibijakan yang teirseidia, maka hal ini me inye ibab-

kan suimbe ir daya-suimbe ir daya me injadi tidak 

e ifeiktif dan me inghambat jalannya ke ibijakan. 

Birokrasi seibagai peilaksana seibuiah ke ibijakan 

haruis dapat me induikuing ke ibijakan yang te ilah 

dipuituiskan se icara politik de ingan jalar. me ilakuikan 

koordinasi deingan baik. 

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 

Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Pasal 22 Tertib Usaha 

Se iteilah dilakuikan peine ilitian dan wawancara 

de ingan bobeirapa informan me inge inai Imple ime intasi 

Pe iratuiran Daeirah Nomor 44 Tahuin 2002 Teintang 

Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim Pasal 22 

Teirtib Uisaha di Taman Kambang Iwak Pale imbang, 

maka be irikuit dilakuikan pe imbahasan dan hasil 

pe ineilitan. 

1. Tindakan Pencegahan Gangguan Tertib 

Usaha 

Tindakan peince igahan gangguian teirtib uisaha 

me iruipakan tindakan yang dilakuikan dari pihak 

yang be irwe inang dalam uisaha me inghalangi, 

me inghe intikan ataui me inguirangi dampak ataui 

akibat teirjadinya gangguian dari ke iteintraman dan 

ke ite irtiban masyarakat.Se ihingga masyarakat 

me irasa nyaman, teintram dan teirtib pada atuiran 

yang be irlakui. 

Be irdasarkan peinjeilasan diatas dapat 

disimpuilkan bahwa tindakan pe inceigahan gangguian 

teirtib uisaha yang dilakuikan oleih Satuian Polisi 

Pamong Praja teilah dilaksanakan de ingan baik 

seisuiai deingan Pe iratuiran Daeirah Nomor 44 Tahuin 

2002 Teintang Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim 

Pasal 22 Teirtib Uisaha yang teilah diteintuikan. 

2. Perlindungan Terhadap Masyarakat, 

Fasilitas Umum, Sosial dan Kantor 

Pe irlinduingan ini beirtuijuian uintuik me inguirangi 

teirjadinya ke iruisakan teirhadap fasilitas uimuim, 

sosial dan kantor yang me iruipakan asseit kota yang 

haruis dijaga seihingga suiasana teintram dan teirtib 

akan teircipta. 

Be irdasarkan peinjeilasan di atas, maka pe inuilis 

dapat me inarik ke isimpuilan bahwa peirlinduingan 

masyarakat teirhadap fasilitas uimuim, sosial 

mauipuin kantor yang dilakuikan oleih Satuian Polisi 

Pamong Praja suidah baik seihingga dapat 

be irkuirangnya para peilanggar Khuisuisnya Peiratuiran 
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Dae irah Nomor 44 Tahuin 2002 Teintang 

Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim Pasal 22 

Teirtib Uisaha. Seihingga dapat me inciptakan suiasana 

yang nyaman, aman, te intram dan te irtib. 

3. Pemantauan dan Monitoring 

Pe imantauian dan monitoring ini akan me imbe iri-

kan informasi statuis dan ke ice indeiruingan teirhadap 

yang dike itahuii seirta proseis ruitin peinguimpuilan data 

yang akan dilakuikan ole ih Satuian Polisi Pamong 

Praja. Keigiatan ini biasanya dilakuikan pada 

teimpat-te impat yang rawan dari para peilanggar 

pe iratuiran yang ada. 

Be irdasarkan peinjeilasan diatas, maka peinuilis 

dapat me inarik ke isimpuilan bahwa monitoring dan 

pe imantauian yang dilakuikan oleih Satuian Polisi 

Pamong Praja dalam me ingawasi para Peilakui 

Uisaha ataui Peidagang Kaki Lima yang me ilanggar 

Pe iratuiran Daeirah Nomor 44 Tahuin 2002 Teintang 

Keiteintraman dan Keiteirtiban Uimuim Pasal 22 

Teirtib Uisaha khuisuisnya pada kawasan Taman 

Kambang Iwak Paleimbang suidah beirjalan deingan 

baik seihingga dapat beirkuirangnya Pe ilakui Uisaha 

ataui Peidagang Kaki Lima yang be irjuialan di 

kawasan Taman Kambang Iwak Pale imbang 

seihingga dapat me inguirangi ke iruisakan fasilitas 

uimuim. 

4. Sanksi Atas Tindakan Pelanggaran Tertib 

Usaha  

Gambar Penertiban Pelanggaran Tertib Usaha 

Berupa Pengamanan Barang Bukti 

 

 
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang 

Sanksi atas tindakan peilanggaran suiatui tindak 

pidana, khuisuisnya Peilakui Uisaha ataui Peidagang 

Kaki Lima, dan suidah barang teintui apabila ada 

sanksi pidana ataui ke ite intuian pidana yang me ingikat 

disana, seibab sanksi pidana sangatlah peinting de imi 

teirjaminnya ke ihiduipan masyarakat yang aman 

,teintram dan teirtib seirta uintuik me injaga ke iindahan 

kota yang ada. 

Be irdasarkan peinjeilasan diatas maka pe inuilis 

dapat me inarik ke isimpuilan bahwa sanksi yang 

dibeirikan oleih Satuian Polisi Pamong Praja 

teirhadap Peilakui Uisaha ataui Peidagang Kaki Lima 

yang me ilakuikan pe ilanggaran Peiratuiran Dae irah 

Nomor 44 Tahuin 2002 Teintang Keite intraman dan 

Keiteirtiban Uimuim Pasal 22 Teirtib Uisaha suidah 

dilakuikan de ingan baik se isuiai deingan ke inte intuian 

yang te ilah diteitapkan se ihingga de ingan 

dibeirikannya sanksi maka diharapkan peilakui uisaha 

ataui peidagang kaki lima me injadi beirkurang. 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan  

Se isuiai hasil peineilitian dan pe imbahasan, bisa 

disimpuilkan bahwa Imple ime intasi Peiratuiran 

Dae irah Nomor 44 Tahuin 2002 teintang Keiteintra-

man dan  Ke iteirtiban Uimuim  Pasal 22 Teirtib 

Uisaha, dalam me ine irtibkan Peilakui uisaha ataui 

Pe idagang Kaki Lima pada kawasan Taman 

Kambang Iwak Pale imbang yaitui teilah teireialisasi 

de ingan baik seibab komuinikasi pada Keite intraman 

dan  Keiteirtiban Uimuim Pasal 22 Teirtib Uisaha 

me ine irtibkan Peilakui uisaha ataui Pe idagang Kaki 

lima pada peigawai mauipuin ke ipada masyarakat 

suidah dilakuikan me ingguinakan  me idia e idaran dan  

sosialisasi. Suimbe ir Daya Manuisia yang teirdapat 

dalam Keiteintraman seirta Keiteirtiban uimuim  Pasal 

22 Teirtib Uisaha yang te irdapat pada kawasan 

Taman Kambang Iwak Paleimbang suidah 

me incuikuipi. 

2. Saran  

Be irdasarkan simpuilan diatas maka saran 

pe inuilis adalah dipeirluikan uintuik Komuinikasi, 

Su imbe ir Daya, disposisi se irta Struiktuir Birokrasi 

bisa dipeirtahankan deingan kuialitas yang seimakin 

ditingkatkan juiga  agar bisa me impe irmuidah dalam 

me injalankan proseis Keiteintraman seirta Keiteirtiban 

uimuim yang se isuiai deingan Pe iratuiran Daeirah Kota 

Paleimbang Nomor  44 Tahuin 2002 khuisuisnya 

pada Pasal 22. 
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